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L A T A R B E L A K A N G

Pencegahan Korupsi, Kolusi dan Nepotisme
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Pencegahan Penyalahgunaan Wewenang
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Bentuk Transparansi Aparat Sipil Negara
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Penguatan Integritas Aparatur
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D A S A R H U K U M
NO. DASAR HUKUM

1 Undang-Undang Nomor 28 Tahun 1999 tentang Penyelenggara Negara yang Bersih dan  
Bebas dari Korupsi, Kolusi, dan Nepotisme (KKN) dan

2 Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2002 tentang Komisi Pemberantasan Tindak Pidana  
Korupsi (KPK)

3 Inpres 5 tahun 2004 tentang percepatan pemberantasan korupsi

4 Surat Edaran Nomor SE/03/M.PAN/01/2005 tentang LHKPN

5 Surat Edaran Nomor SE/05/M.PAN/04/2006 tentang LHKPN

6 Surat Edaran Nomor SE/16/M.PAN/10/2006 tentang Tindak Lanjut Penyampaian LHKPN

7 Surat Edaran Nomor SE/01/M.PAN/01/2008 tentang Peningkatan Ketaatan LHKPN Untuk
Pengangkatan Pegawai Negeri Sipil Dalam Jabatan

8 Surat Edaran Nomor 05 Tahun 2012 tentang Kewajiban Penyampaian dan Sanksi Atas  
Ketidakpatuhan Terhadap Kewajiban Laporan Harta Kekayaan Penyelenggara Negara di  
Lingkungan Kementerian/Lembaga dan Pemerintah Daerah

9 Surat Edaran Nomor 1 Tahun 2015 tentang Kewajiban Penyampaian Laporan Harta  
Kekayaan Aparatur Sipil Negara (LHKASN) Di Lingkungan Instansi Pemerintah



MUATAN SURAT EDARAN NOMOR 1 TAHUN 2015

Menetapkan pejabat  
wajib lapor LHKPN

Menetapkan wajib lapor  
bagi seluruh pegawai  
ASN yang tidak wajib  
LHKPN untuk  
menyampaikan LHKASN

Menggunakan formulir  
LHKASN yang telah  
ditetapkan dalam surat  
edaran ini

Menugaskan APIP  
untuk mengelola  
LHKASN

Peninjauan kembali  
jabatan dan sanksi jika  
tidak memenuhi  
ketentuan

Sanksi bagi pegawai di  
lingkungan APIP yang  
menyalahi kewenangan



LHKPN DAN LHKASN

PENGELOLAAN

KPK

.

LAMPIRAN BUKTI

Wajib melampirkan bukti

01

02

03

04

WAKTU PENYAMPAIAN
2 (dua) bulan setelah menjabat  

atau berhenti dari jabatan

05

LHKPN

SUBJEK
Pejabat Negara dan pejabat  

strategis serta potenisal/rawan KKN

TUJUAN PENYAMPAIAN.

KPK

LAMPIRAN BUKTI

Tidak wajib melampirkan bukti

01

02

03

04

WAKTU PENYAMPAIAN

1 (satu) bulan setelah menjabat  

atau berhenti dari jabatan

05

LHKASN

SUBJEK
seluruh ASN selain yang  

berkewajiban LHKPN

TUJUAN PENYAMPAIAN

Pimpinan Organisasi Melalui  

APIP

PENGELOLAAN

APIP



D E F I N I S I L H K A S N

Dokumen  

penyampaian daftar  

harta kekayaan ASN  

yang dimiliki dan  

dikuasai sebagai  

bentuk transparansi  

aparatur sipil negara



Daftar  
Seluruh  
Harta  
Kekayaan

Aparatur Sipil  
Negara  
beserta  
Pasangan dan  
Anak yang  
masih  
menjadi  
tanggungan

Yang  
dituangkan  
dalam Formulir  
LHKASN yang  
telah  
ditetapkan  
Men.PANRB

L A N J U T A N . . .

Laporan Harta Kekayaan  
Aparatur Sipil Negara



P E R T M A K A L I D I I S I

F O R M U L I R L H K A S N

PROMOSI PENSIUNMUTASI



MENDAPATKAN FORMULIR LHKASN

aplikasi  
Si-Harka

Mengunduh dari  

www.menpan.go.id

Format pdf. Atau excel

Menggandakan Formulir

Sesuai Kebutuhan.

http://www.menpan.go.id/


MUATAN LHKASN

DATA PRIBADI DAN KELUARGA

•Data Pribadi

•Data Istri/Suami

•Data Anak Tanggungan

•Data Anak Tidak Tanggungan

HARTA KEKAYAAN

•Harta Tidak Bergerak

•Harta Bergerak

•Surat Berharga

•Kas (Tabungan, Deposito, dll)

•Piutang/Hutang

13

PENGHASILAN

• Penghasilan dari Jabatan

• Penghasilan dari Profesi

• Penghasilan dari Usaha Lain

• Penghasilan dari Hibah/lainnya
• Penghasilan dari Suami/Istri

bekerja

PENGELUARAN

• Pengeluaran per Tahun

SURAT PERNYATAAN

• Surat Pernyataan



HARTA YANG DILAPORKAN

Harta Suami/Istri

Harta ASN

Harta Anak
Tanggungan

HARTA  

KEKAYAAN

ATAS NAMA SIAPAPUN

Rp.



PENYAMPAIAN LHKASN

DITUJUKAN PIMPINAN ORGANISASI MELALUI APIP

3 (tiga) bulan  
setelah  
kebijakan  
ditetapkan

1 (satu) bulan  
setelah  
diangkat  
dalam jabatan

1 (satu) bulan  
setelah  
berhenti dari  
jabatan



II

IIIIV

V KOORDINASI

PEMERIKSAAN  
KHUSUS  

INDIKASI  
KETIDAK  
WAJARAN

KLARIFIKASI  
LAPORAN  

TIDAK WAJAR

VERIFIKASI  
KEWAJARAN

T U G A S A PI P D A L A M

VI

MEMBUAT
LAPORAN
TEMBUSAN
MENPAN RB.

L H K A S N

I

MEMONITOR
KEPATUHAN

A P IP



FORM LHKASN 17



FORM LHKASN 18



FORM LHKASN - HARTA 19



FORM LHKASN - HARTA 20



FORM LHKASN - PENGHASILAN 21



TERIMA KASIH


